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R

BUPATI KOTABARU, vs

bahwa untuk melaksanakan keaggnt Pasal 4 ayat 3,
Pasal 5 ayat (5), Pasal 33, Pa %at (3), dan Pasal 50
ayat (9) Peraturan Daerah upagen Kotabaru Nomor 6
Tahun 2021 tentang ili Kepala Desa, perlu
menetapkan Peratura\g\upati tentang  Petunjuk
Pelaksanaan Peraturail D Kabupaten Kotabaru Nomor
6 Tahun 2021 tenta ilihan Kepala Desa.

1. Undang-U Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetap ang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 Pembentukan Daerah Tingkat II di
Kaligfgntary/ (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(L ran Negara Republik Indonesia Tahun 1959

olgor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
ndonesia Nomor 1820);

2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur
Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);



5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaras Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41 ambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1

7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun tentang
Partisipasi = Masyarakat  Dalam enggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lemb egara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 225% ahan Lembaran
Negara Republik Indonesia No? 3);

8. Peraturan Pemerintah Nofgor N/ Tahun 2018 tentang
Kecamatan  (Lembar ra Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor ambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiafNo 206);

9. Peraturan Menter1 Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemifthan ala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia 2014 Nomor 2092), sebagaimana telah
diubah gah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
65 T, 7 tentang Perubahan Atas Peraturan
Me i Dallam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang

ilih Kepala Desa (Berita Negara Republik
I sia Tahun 2017 Nomor 1221);

er@ituran Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015

ntang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
4)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

% Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan
v Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun
2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala

Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 1222);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja
Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016
tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016
tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1089);



Menetapkan

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 21 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun
2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 18) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Kotabaru Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kotabaru Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2019 Nomor 8, Tambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 4;

15. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor 6 Tahun

2021 tentang Pemilihan Kepala Desa (Lembaraif Daerah
Kabupaten Kotabaru Tahun 2021 Nomor ambahan

Lembaran Daerah Kabupaten Kotabaru N r
MEMUTUSKAN : %):

PERATURAN BUPATI TENTANG PET ELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN K ARU NOMOR 6
TAHUN 2021 TENTANG PEMILIHAN A DESA.

BAB I

KETENTU@/I
sa
Dalam Peraturan Bupati ini} g dimaksud dengan :

1.
2.

3.

Daerah adal aten Kotabaru.
Pemerinta raiyyadalah kepala daerah sebagai unsur
penyele r emerintahan Daerah yang memimpin
pelaksa&% rusan pemerintahan yang menjadi
kewe ar?daerah otonom.
%éerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah
ti Kotabaru.

n Pemberdayaan Masyarakat dan  Desa yang
selanjutnya disingkat DPMD adalah Dinas

emberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten
Kotabaru

Camat adalah pemimpin kecamatan yang berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui
Sekretaris Daerah.

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut
dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah
kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus
urusan  pemerintahan, kepentingan  masyarakat
setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal
usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan
dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat
dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik
Indonesia.



10.
11.
12.
13.

14.

15.

16.

)
&

20.

21.

22.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat
Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Badan Permusyawaratan Desa selanjutnya disingkat
BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi
pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari
penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan
keterwakilan perempuan ditetapkan secara demokratis.

Musyawarah Desa adalah musyawarah musyawarah
yang diselengarakan oleh BPD khusus untuk pemilihan
kepala desa antarwaktu.

Pemilihan Kepala Desa adalah pelaksanaan kedaulatan

rakyat di desa dalam rangka memilih Kepala Desa yang
bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan,adil.

Kepala Desa adalah pejabat pemerintah de g
mempunyai wewenang, tugas dan kewajib tuk
menyelenggarakan rumah tangga De dan

melaksanakan tugas dari Pemerintah dag P rintah
Daerah.

Panitia Pemilihan Kepala Desa # esa yang
selanjutnya disingkat PPKD Desxada panitia yang

dibentuk oleh BPD untuk n arakan proses
pemilihan Kepala Desa. &g

Panitia pemilihan Kepala kat Kabupaten yang
selanjutnya disebut P K@bupaten adalah panitia
yang dibentuk Bupati |pa ingkat Kabupaten dalam

mendukung pelaksan milihan Kepala Desa.

Calon Kepala De dalah bakal calon Kepala Desa yang
telah ditetap panitia pemilihan sebagai calon

yang berh menjadi Kepala Desa.

Calon laNDgsa Terpilih adalah calon Kepala Desa
yang m eroleh suara terbanyak dalam pelaksanaan
pem pala Desa.

h*Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat
tu diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh
abat pembina kepegawaian untuk menduduki
jabatan pemerintahan.
Penjabat Kepala Desa adalah PNS dilingkungan
Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru yang diangkat
oleh Bupati.

Pemilih adalah penduduk desa setempat yang telah
memenuhi syarat untuk mempergunakan hak pilihnya.

iffhan
17 @ i Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS
a
tégt

Daftar Pemilih Sementara yang selanjutnya disingkat
DPS adalah daftar pemilih yang disusun berdasarkan
data Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum terakhir
yang telah diperbaharui dan dicek kembali atas
kebenarannya serta ditambah dengan pemilih baru.

Daftar Pemilih Tambahan adalah daftar pemilih yang
disusun berdasarkan usulan dari pemilih karena yang
bersangkutan belum terdaftar Daftar Pemilih Sementara.

Daftar Pemilih Tetap yang selanjutnya disingkat DPT
adalah daftar pemilih yang telah ditetapkan oleh PPKD



A\

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

Desa sebagai dasar penentuan identitas pemilih dan
jumlah pemilih dalam pemilihan Kepala Desa.

Penjaringan adalah upaya yang dilakukan oleh PPKD
Desa untuk mendapatkan bakal calon Kepala Desa dari
penduduk desa Warga Negara Republik Indonesia di
desa yang bersangkutan.

Penyaringan adalah proses seleksi bakal-bakal calon
Kepala Desa hasil penjaringan sesuai persyaratan oleh
PPKD Desa.

Kampanye adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh
Calon Kepala Desa untuk meyakinkan para pemilih
dalam rangka mendapat dukungan.

Pelaksana kampanye adalah calon Kepala Desa, grang
perorangan atau organisasi yang ditunjuk oleh%%a

pemilihan Kepala Desa.
Tempat Pemungutan Suara yang selanjutn ingkat
TPS, adalah tempat dilaksanakannyatwpe gutan
suara.

but Dusun
desa dalam

Pelaksana Kewilayahan yang selanj
adalah bagian dari wilayah ker;j

penyelenggaraan pemerintahagsDe
Rukun Tetangga yang selag ';@ isingkat RT adalah
lembaga yang  diben % elalui musyawarah
masyarakat setemp dals rangka pelayanan
pemerintahan dan asyarakatan yang ditetapkan
oleh Pemerintah Desa rahan.

€

Rukun Warga selanjutnya disingkat RW adalah
bagian daryfWwilayah kerja Kepala Desa/Lurah dan

merupak a yang dibentuk melalui musyawarah
pengur@RT d¥ wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh
Pem esa/Lurah

inta
31. %t adalah orang perseorangan warga negara
e¥a, kelompok masyarakat, dan/atau Organisasi

R

(1)

syarakatan.

BAB II
PEMILIHAN KEPALA DESA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Kepala Desa dipilih secara demokratis berdasarkan asas
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Pasal 3

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 dilakukan secara serentak satu kali atau dapat
bergelombang.



(2)

Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berpedoman sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangn.

Pasal 4

Pemilihan Kepala Desa satu kali sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (1) dilaksanakan pada hari, tanggal, bulan

dan

tahun yang sama diseluruh desa pada wilayah

Kabupaten Kotabaru.

(1)
(2)

(3)

(4)

&

Bagian Kedua
Perencanaan

Pasal 5
DPMD melakukan perencanaan Pemilihan Kep Désa

secara bergelombang.
Perencanaan sebagaimana dimaksud paa%d (1)
meliputi:
a. pengelompokkan waktu berakhirpse asél jabatan
Kepala Desa diwilayah Kabupate *@ u;
dipgrllukan untuk

b. perencanaan anggaran yan
pelaksanaan pemilihan Ke serentak dalam
setiap gelombang menyesyalkan dengan kemampuan

keuangan daerah; dan /ate
c. ketersediaan PN @ gkungan Pemerintah

Kabupaten Kotab memenuhi persyaratan

sebagai Penjabat esa.
Pemilihan  Kepala esa  secara  bergelombang
sebagaimana ud pada ayat (1) dilaksanakan
paling bany, mbang dalam masa 6 (enam) tahun

Interval ara gelombang pertama dan kedua
paling &3 iga) tahun dan paling singkat 1(satu)
tahu

Bagian Ketiga

Qq Panitia Pemilihan Kepala Desa Kabupaten

Pasal 6

Bupati membentuk Panitia Pemilihan Kepala Desa

Tingkat Kabupaten dari lintas SKPD dan Instansi Teknis

Lainnya di Kabupaten yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati.

Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) meliputi :

a. merencanakan, mengkoordinasikan dan
menyelenggarakan semua tahapan pemilihan tingkat
kabupaten;

b. melakukan bimbingan teknis/sosialisasi pelaksana-

an pemilihan Kepala Desa terhadap PPKD;

menetapkan jumlah surat suara dan kotak suara;
memfasilitasi  pencetakan surat suara dan
pembuatan kotak suara serta perlengkapan lainnya;

e. menyampaikan surat suara dan kotak suara dan
perlengkapan pemilihan lainnya kepada PPKD;

f. memfasilitasi penyelesaian permasalahan pemilihan
Kepala Desa tingkat Kabupaten;

o 0



(3)

(4)

(5)

g. melakukan pengawasan penyelenggaraan pemilihan
Kepala Desa dan melaporkan serta membuat
rekomendasi kepada Bupati;

h. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan; dan

i. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Tugas PPKD Kabupaten sebagaimana dimaksud pada

ayat (2) huruf c, huruf d, dan huruf e pelaksanaannya

dapat ditugaskan kepada Desa.

Penugasan kepada Desa sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Untuk membantu melaksanakan Tugas PPKD

Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati

membentuk Sekretariat Tim/Panitia dengan keputt¢an

Bupati atau Keputusan Sekretaris Daerah.

BAB III E
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu

Umum
Pa &

tahapan sebagai berikut :

‘:j SQ
Pemilihan Kepala Desa, Sere dilaksanakan melalui

o oD

v Tahap Persiapan
Q >» Paragraf 1

Persiapan;
Pencalonan;
pemunguta aray dan

penetap@
Bagian Kedua

Umum

Pasal 8

7 huruf a terdiri atas kegiatan :
a. pemberitahuan BPD secara tertulis kepada Kepala

1 ; ,(1) Tahapan persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

Desa tentang akhir masa jabatan yang disampaikan
6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatan
tembusannya disampaikan kepada Bupati melalui
Camat;

b. pembentukan PPKD oleh BPD ditetapkan dalam
jangka  waktu 10  (sepuluh) hari setelah
pemberitahuan akhir masa jabatan;

c. penyampaian Laporan Akhir Masa Jabatan Kepala
Desa yang telah disetujui BPD kepada Bupati melalui
Camat, dalam jangka waktu 30 (tigapuluh) hari
setelah pemberitahuan akhir masa jabatan;



(2) Pembentukan PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b ditetapkan dalam Surat Keputusan BPD dan
disampaikan secara tertulis oleh BPD kepada Bupati
melalui Camat.

(3) Camat menyampaikan Keputusan BPD tentang
Pembentukan PPKD dimaksud kepada Bupati cq. DPMD
untuk dihimpun dan ditetapkan secara kolektif dengan
Keputusan Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima laporan dari BPD.

(4) Dalam hal terlampaui batas waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka BPD menyampaikan
langsung kepada Bupati.

Pasal 9 Q
PPKD 8,

sebagaimana dimaksud dalam

(1)

beranggotakan unsur perangkat Dega, QLeffibaga
Kemasyarakatan, dan Tokoh Masyarakat d¢p jumlah
gasal paling banyak 7 (tujuh) orang ' dikit 5
(lima) orang, terdiri dari:

a. ketua;

b. sekretaris; v
c. bendahara; dan
d. anggota.
(2) Pembentukan PPKD sehgga da dimaksud pada ayat (1)

diselenggarakan ole D bersama Pemerintah Desa,
Lembaga Kemasygraka an tokoh masyarakat Desa
difasilitasi oleh t.

@ Pasal 10
(1) Dalam ksawakan tugasnya PPKD bertanggung jawab

kepadg BPD?
(2) P ebdgaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b
pkan

1 dengan Keputusan BPD dan mempunyai

tuga

. J merencanakan, mengkoordinasikan,menyelenggara-
kan, mengawasi dan mengendalikan semua tahapan

v pelaksanaan pemilihan;

b. merencanakan dan mengajukan biaya pemilihan
kepada Bupati melalui camat;

melakukan pendaftaran dan penetapan pemilih;
mengadakan penjaringan dan penyaringan bakal
calon;

menetapkan calon yang telah memenuhi persyaratan;
menetapkan tata cara pelaksanaan pemilihan;
menetapkan tata cara pelaksanaan kampanye;
memfasilitasi penyediaan peralatan, perlengkapan
dan tempat pemungutan suara;

melaksanakan pemungutan suara;

menetapkan hasil rekapitulasi penghitungan suara
dan mengumumkan hasil pemilihan;

k. menetapkan calon Kepala Desa terpilih; dan

o 0
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l. melakukan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
pemilihan.

Pasal 11

PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2)

mempunyai kewajiban:

a. memperlakukan calon Kepala Desa secara adil dan
setara, netral serta tidak memihak kepada salah satu
calon kepala desa atau kelompok tertentu;

b. menetapkan kebutuhan barang dan jasa berkaitan
dengan penyelenggaraan pemilihan;

c. menyampaikan laporan kepada BPD untuk setiap tahap
pelaksanaan pemilihan dan menyampaikan infosmnasi
kegiatannya kepada masyarakat;

d. memelihara arsip dan dokumen pemilihan;

e. mempertanggungjawabkan penggunaan aran
pemilihan kepala desa kepada BPD dan B ti; dan

f. melaksanakan semua tahapan pemili ‘%t waktu,
kecuali terjadi suatu hal yang memb than kepala

desa tersebut ditunda.
Pasal 1 ﬂi

(1) Dalam hal anggota PPKe i, maka diganti dari
unsur Perangkat Dega 2 Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan at koh masyarakat Desa yang
ditetapkan dengan,Kep an BPD.

(2) Anggota PPKD b i sebagaimana dimaksud pada ayat
(7) karena :
a. menin @A ;
b. ata int®an sendiri; dan
c. diperhefgikan.
(3) Apego KD diberhentikan sebagaimana dimaksud

ay#&t (8) huruf c karena :

> k dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan

tau berhalangan tetap;

. berstatus tersangka dalam tindak pidana;

c. melanggar tugas dan kewajiban sebagaimana diatur
dalam Peraturan Bupati ini; dan

d. mendaftarkan diri sebagai bakal calon.

(4) Format Keputusan Pembentukan PPKD dan
Pemberhentian PPKD sebagaimana dimaksud pada
Pasal 8 ayat (2) dan Pasal 12 ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf A dan huruf B yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2
Pendaftaran Pemilih

Pasal 13



(1) Pendaftaran Pemilih dilaksanakan selama 3 (tiga) hari
dengan cara memutakhirkan dan memvalidasi data
penduduk desa atau data pilkada.

(2) Pemilih dicatat, diberi tanda bukti pendaftaran yang
ditandatangani oleh petugas pendaftar dan dibuat tiap
Desa.

(3) Pemilih yang menggunakan hak pilih adalah yang
terdaftar sebagai pemilih.

(4) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi
syarat, yaitu :

a. Penduduk Desa yang pada hari pemungutan suara
pemilihan Kepala Desa berumur 17 (tujuhbelas)
tahun atau sudah/pernah menikah ditet an
sebagai pemilih;

b. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/j tahaya;

c. tidak sedang dicabut hak pilihnya %rkan
putusan pengadilan yang telah mempefolgh Rekuatan
hukum tetap; dan ?\

d. berdomisili di Desa sekurang- a 6 (enam)
bulan sebelum disahkannya da$ lih sementara

yang dibuktikan dengan Ka Penduduk atau
surat keterangan pendud&

(5) Pemilih yang telah ter alam daftar pemilih
ternyata tidak lagi etignyhi syarat sebagaimana
dimaksud pada ayat tidak dapat menggunakan hak
memilih.

asal 14
Pemutakhira @imana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan a:
S

a. Memetghi rat usia pemilih, yang sampai dengan hari
d %pemungutan suara pemilihan sudah berumur
jule b

elas) tahun;

b berumur 17 (tujuh belas) tahun, tetapi
udah/pernah menikah;
ah meninggal dunia;
pindah domisili ke Desa lain; atau
. belum terdaftar.
b Paragraf 3

Penetapan Daftar Pemilih Sementara
Pasal 15

(1) Berdasarkan daftar pemilih sebagaimana dimaksud pada
Pasal 13, PPKD Desa menyusun dan menetapkan Daftar
Pemilih Sementara (DPS).

(2) DPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diumumkan
oleh PPKD Desa pada tempat yang mudah dilihat
masyarakat.

(3) Jangka waktu pengumuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1 )selama 3 (tiga) hari.



(1)

(2)

Pasal 16

Dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal
15 ayat (3), pemilih atau anggota keluarga dapat
mengajukan usul perbaikan mengenai penulisan nama
dan/atau identitas lainnya.

Selain usulan perbaikan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), pemilih atau anggota keluarga dapat
memberikan informasi yang meliputi:
a. pemilih yang terdaftar sudah meninggal dunia;
. pemilih sudah pindah ke desa lain;
pemilih sudah menikah dibawah umur 17 tahun;

b

C.

d. pemilih terdaftar ganda;

e. pemilih yang terdaftar tetapi tidak memenuh%at

sebagai pemilih; dan
f. pemilih yang telah memenuhi syarat t%p&lum

terdaftar.

(3) Apabila usul perbaikan dan inforgfaSi_ Sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2 h, PPKD Desa
segera mengadakan perbaikan DP

Paragra&h
Daftar Pemﬂ@\b an
sal
Pemilih yang bel terQetftar, secara aktif melaporkan

(1)

(2)

(3)

3

(2)

(1)

kepada PPKD elalui pengurus Rukun Tetangga/
Rukun Wargg.

Pemilih a, na dimaksud pada ayat (1) didaftar
sebagai pemilihtambahan.

Penca data pemilih tambahan sebagaimana
i s\d “pada ayat (1),dilaksanakan paling lambat 3
igg) hari.

Pasal 18

Daftar Pemilih Tambahan diumumkan oleh PPKD Desa
pada tempat-tempat yang mudah dijangkau oleh
masyarakat.

Pengumuman Daftar Pemilih Tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari terhitung
sejak berakhirnya jangka waktu penyusunan Daftar
Pemilih Tambahan.

Paragraf 5

Penetapan Daftar Pemilih Tetap

Pasal 19

PPKD Desa menetapkan dan mengumumkan Daftar
Pemilih Sementara yang sudah diperbaiki dan Daftar
Pemilih Tambahan sebagai Daftar Pemilih Tetap (DPT)
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(2) DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan
ditempat yang strategis di desa untuk diketahui oleh
masyarakat.

(3) Pengumuman DPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
selama 3 (tiga) hari terhitung sejak berakhirnya jangka
waktu penyusunan DPT.

Pasal 20

(1) Untuk keperluan pemungutan suara di TPS, PPKD Desa
menyusun salinan daftar pemilih tetap untuk TPS.

(2) Rekapitulasi jumlah pemilih tetap, digunakan sebagai
bahan penyusunan kebutuhan surat suara dang alat
perlengkapan pemilihan.

(3) Daftar Pemilih Tetap yang sudah disahkan
Desa tidak dapat diubah, kecuali ada p yang

meninggal dunia, panitia pemilihan b&puhkan
catatan dalam daftar pemilih tet % kolom

keterangan “meninggal dunia”.

(2) Format Berita Acara Penetapa sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 18 a (1 ercantum dalam
Lampiran huruf C yang mef& bagian yang tidak
terpisahkan dari Peratura at?ini.

1

Pemilih yang berhak milil dalam Pemilihan Kepala Desa
adalah Pemilih ah tercantum dalam DPT dan
diumumkan ter ir PPKD.

& Bagian Ketiga
Q t Tahapan Pencalonan

Paragraf 1

Pasal 22

@Qersyaratan dan Kelengkapan Calon Kepala Desa

Calon Kepala Desa wajib memenuhi persyaratan:

a. warga negara Republik Indonesia;

b. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila,
melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, serta
mempertahankan dan memelihara keutuhan negara
kesatuan republik indonesia dan bhinneka tunggal ika;

d. berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah
pertama atau sederajat;

e. Dberusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun pada
saat mendaftar;

f. Dbersedia dicalonkan menjadi Kepala Desa;
terdaftar sebagai penduduk dalam wilayah Negara
Kesatuan Indonesia;

h. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara;



i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang
diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima)
tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai
menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara
jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang
bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai
pelaku kejahatan berulang-ulang;

j- tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai dengan
putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap;

k. sehat jasmani dan rohani;

bebas Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif
lainnya; dan

m. tidak pernah sebagai Kepala Desa selama 3 (fi kali
masa jabatan.
Pasal 23

(1) Pendidikan lain yang sederajat seba ; dimaksud
dalam Pasal 22 huruf d antar in Ydalah Pondok
Pesantren, dan Sekolah n esederajatannya
ditetapkan oleh Dinas PendidiKahKalupaten atau Kantor

Kementerian Agama Kab rdasarkan ketentuan
danga

—_
.

Peraturan Perundang-U

(2) Tiga kali masa jaba agaimana dimaksud dalam
Pasal 22 huruf ada 3 (tiga) kali dilantik sebagai
Kepala Desa. %

Pasal 24

@

Setiap Pepduidi,Desa yang berminat menjadi bakal calon,
mengajuk maran ditulis tangan dengan tinta hitam
diat rta bermaterai Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)

ya alamatkan kepada PKPD dengan melampirkan
syarafan administratif.

% Pasal 25
‘1 i } (1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24, terdiri atas

a. surat pernyataan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha
Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas
kertas bersegel atau kertas bermaterai cukup sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan;

b. surat pernyataan setia dan taat kepada Pancasila

sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 dan kepada Negara

Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang

dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas bersegel

atau kertas bermaterai cukup sesuai ketentuan

peraturan perundang-undangan,;

fotocopy ijasah formal dari tingkat dasar sampai

dengan ijazah terakhir yang telah dilegalisir oleh

instansi yang berwenang atau Surat Keterangan yang

O
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dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang bagi yang
tidak dapat menunjukan ijasah asli atau bagi yang
ijjasahnya rusak;

fotocopy Akte kelahiran yang disahkan oleh pejabat
yang berwenang;

surat keterangan berbadan sehat dan bebas Narkoba
dari dokter Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)
Kotabaru;

surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari
Kepolisian;

surat keterangan dari Pengadilan Negeri yang
menyatakan tidak pernah dihukum penjara karena
melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman
paling singkat 5 (lima) tahun; kecuali 5 (lima) tahun

setelah selesai menjalani pidana penjar an
mengumumkan secara jujur dan terbuka agla
publik bahwa yang bersangkutan pern ipida@na
serta bukan sebagai pelaku kejahatan bheru “tlang;

daftar riwayat hidup;

surat pernyataan bersedia dicalonk @ imanjadi Kepala
Desa yang dibuat di atas kertas berndatgrai;
surat pernyataan tempat tingg bersangkutan

diatas kertas bermaterai;

surat keterangan tempat t 1 dari RT;

surat keterangan tempdf oogdl dari Kepala Desa;
fotocopy kartu tanga % uduk (KTP) dan Kartu
keluarga (KK) yan sih berlaku dan telah dilegalisir
Camat;
pas foto berwarha terbaru ukuran 4 x 6 cm sebanyak
4 (empat) .

surat p t tidak pernah sebagai Kepala Desa

selamg™3 \tiga) kali masa jabatan diatas kertas
ber ai;
erfiyataan bersedia mengganti seluruh biaya

p- S p
eldhggaraan pemilihan, apabila calon
engundurkan diri sehingga mengakibatkan batalnya

ng

Tr.
S.

ilihan yang dibuat di atas kertas bermaterai;
surat pernyataan siap menerima dan mengakui hasil
proses pemilihan Kepala Desa dengan sadar dan
penuh tanggung jawab di atas kertas bermaterai;
surat pernyataan tidak akan melakukan politik uang
di atas kertas bermaterai; dan
melampirkan naskah visi dan misi yang dibuat oleh
bakal calon kepala desa

(2) Format surat permohonan lamaran beserta kelengkapan
administrasi berupa surat pernyataan dan surat
keterangan lainnya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf D yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(1)

Pasal 26

Apabila pelamar mencantumkan riwayat pendidikan di
atas sekolah menengah pertama atau sederajat,wajib
menyertakan :



a. fotocopy ijazah sekolah menengah atas yang
dilegalisasi;

b. fotocopy ijazah perguruan tinggi negeri yang
dilegalisasi oleh Dekan Fakultas/Program Studi yang
bersangkutan atau oleh pimpinan perguruan tinggi
negeri yang bersangkutan; atau

c. fotocopy ijazah perguruan tinggi swasta yang
dilegalisasi oleh pimpinan perguruan tinggi swasta
yang bersangkutan.

(2) Apabila perguruan tinggi negeri atau swasta tempat
pelamar berkuliah telah berganti nama, legalisasi
dilakukan oleh pimpinan perguruan tinggi negeri atau
swasta yang baru.

(3) Apabila perguruan tinggi swasta tempat pelaxpar
berkuliah tidak beroperasi lagi, legalisasi dilaku olgh
i h

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta
perguruan tinggi swasta berada).

Paragraf 2 t
Penjaringan Bakal Cglon

Pasal 2&
(1) PPKD Desa mengumu enjaringan/ pendaftaran
larNe

Bakal Calon di Kantor sa dan di tempat strategis
lainnya selama 9 (semBi ari.

(2) Pendaftaran di tepat pada pukul 09.00 Waktu
Indonesia Te ditutup tepat pada pukul 16.00
Waktu Indo#gsy gah.

(3) PPKD D ha menerima berkas lamaran yang telah
lengkap, i ada yang kurang diberitahukan
keku%nya dan batas waktu penyampaiannya.

4) Desa memberikan tanda terima berkas yang dibuat

|y rangkap 2 (dua) dengan ketentuanl (satu) lembar

unpjuk yang bersangkutan dan 1 (satu) lembar lainnya
@ tuk PPKD Desa.

Pasal 28

Apabila pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal

27 ayat (1), telah ditutup ternyata :

a. pendaftar kurang dari 2 (dua) orang, maka PPKD
memperpanjang waktu pendaftaran selama 20 (dua
puluh) hari

b. setelah masa perpanjangan berakhir tetap kurang dari 2
(dua) orang pendaftar, maka BPD melaporkan kepada
Bupati untuk menunda pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa sampai dengan waktu yang ditetapkan kemudian.

Pasal 29
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Apabila dalam masa perpanjangan waktu sebagaimana

dim

aksud pada ayat (1) huruf a masa jabatan Kepala Desa

berakhir, Bupati mengangkat Penjabat Kepala Desa dari PNS
dilingkungan Pemerintah daerah.

(1)
(2)

(1)
(2)

(3)

%

(2)
(3)

(4)

(1)

Pasal 30

Hasil Penjaringan dituangkan dalam berita acara.

Format Berita Acara Hasil Penjaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf
E yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3 Q
Penyaringan Bakal Calon ‘ 2:

Pasal 31

PPKD Desa melakukan penyaring gan penelitian
kelengkapan persyaratan ministrasi, klarifikasi,
penetapan dan pengumu a calon dalam jangka
waktu 14 (empat belas) ha

Dalam hal melakuk enyaringan bakal calon, PPKD
Desa wajib bersikap ne n obyektif guna memperoleh
hasil penelitian “denga®® validasi data yang dapat
dipertanggungj n.

Penelitian pan dan keabsahan administrasi
sebagai a aksud pada ayat (1) disertai klarifikasi
pada instafgi yang berwenang yang dilengkapi dengan
surat rarigan dari yang berwenang.

:Q Pasal 32
D mengumumkan hasil penelitian sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 31 ayat (3) kepada masyarakat
untuk memperoleh masukan;

Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) wajib diproses dan ditindaklanjuti oleh PPKD.

Hasil Penyaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) dituangkan dalam Berita Acara.

Format Berita Acara Hasil Penyaringan sebagaimana
dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran huruf
F yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Dalam hal bakal calon kepala desa yang memenuhi syarat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1)
berjumlah paling sedikit 2 (dua) orang dan paling banyak



5 (lima) orang, PPKD menetapkan bakal calon kepala desa
menjadi calon kepala desa.

(2) Calon Kepala Desa yang ditetapkan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diumumkan kepada masyarakat.

(3) Format Keputusan Calon Kepala Desa Yang memenuhi
Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam Lampiran huruf G yang merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

Paragraf 4

Seleksi Tambahan

Pasal 34 Q

Setelah dilakukan penyaringan berkas ternyata alon

yang memenuhi persyaratan sebagaimana di sug¥ dalam
Pasal 25 terdapat lebih dari 5 (lima) o , a PPKD

melakukan seleksi tambahan.

Pasal 3& t
(1) Seleksi tambahan oleh @s agaimana dimaksud

dalam Pasal 34 adal ukan seleksi tambahan
dengan kriteria persy:

a. pengalaman beker;j
b. tingkat pendigi ;

c. usia; dan
d. tes tertul@
(2) Seleksi bahaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksgnaka paling lama 10 (sepuluh) hari sejak PPKD
t

baga pemerintahan

mepet sementara jumlah calon yang memenuhi

eRgi tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

leh PPKD desa atau dapat dilakukan oleh tim seleksi

yang dibentuk khusus melaksanakan seleksi tambahan
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

; ,(4) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling
sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan paling banyak 7

(tujuh) orang berasal dari PNS di lingkungan pemerintah
kabupaten, perguruan tinggi dan/atau unsur
masyarakat lainnya dengan latar belakang pendidikan
sarjana ilmu kebijakan publik, ilmu pemerintahan,
dan/atau sosial politik dan hukum;

(5 Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

mempunyai tugas :

a. menyusun juknis dan kerangka acuan kerja seleksi
tambahan;

b. melakukan seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa;

c. melakukan penilaian terhadap masing-masing
kriteria seleksi tambahan pemilihan Kepala Desa;

d. menetapkan peringkat perolehan nilai calon Kepala
Desa yang mengikuti seleksi tambahan; dan
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e. menyampaikan hasil seleksi kepada Bupati melalui
SKPD yang membidangi Pemerintahan Desa untuk
disampaikan hasilnya kepada PPKD, dan

f. tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan dengan
Keputusan Bupati.

(6) Kriteria persyaratan seleksi tambahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c,
lebih rinci ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

(7) Format Berita Acara Hasil Penilaian Seleksi Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam
Lampiran huruf H yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5
Penetapan Calon Kepala Desa

Pasal 36

(1) Berdasarkan hasil penyaringan melalui gel bahan
sebagaimana dimaksud dalam , Panitia
menetapkan bakal calon kepala,des enjadi calon
Kepala Desa dalam suatu Kepu u&w D.

(2) Keputusan PPKD tentang n ¥epala Desa yang

disampaikan kepada BPD /88Ragdr bahan laporan BPD

kepada Bupati melalui Ca &

(3) PPKD mengumumk ma Calon Kepala Desa di
Kantor/Balai Desg, dan & f€mpat strategis lainnya.
(4) Format Keput alon Kepala Desa sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf
I yang e n bagian tidak terpisahkan dari
Peratur*% ini.
z\, Pasal 37
(1) tuan nomor urut tanda gambar yang memuat foto
calopatau gambar dilakukan secara terbuka dengan cara
iundi,

paling lambat 10 (sepuluh) hari sebelum

ayat (1) dihadiri oleh para calon dan dapat menghadirkan
Panitia Pengawas Kecamatan.

pemungutan suara.
v Pengundian nomor urut sebagaimana dimaksud pada

(3) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diumumkan melalui media masa dan / atau papan
pengumuman, paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal
ditetapkan.

(4) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
bersifat final dan mengikat.

(5) Hasil pengundian sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dituangkan dalam Berita Acara

(6) Format Berita Acara Hasil Pengundian sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf
J yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.



(1)

(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

(3)

Paragraf 6
Kampanye

Pasal 38

Kampanye merupakan kesempatan bagi Calon untuk
meyakinkan para pemilih /pendukungnya yang
dilakukan dengan jujur, terbuka, dialogis serta
bertanggung jawab.

Kampanye dilaksanakan hanya 1 (satu) kali dalam waktu
3 (tiga) hari dan dilaksanakan mulai “H-6 (enam)” sampai
dengan “H-3 (tiga)” dari pelaksanaan Pemungutan Suara.

Kampanye dilaksanakan sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat, atau berdasarkan kesepaRgqtan
bersama para calon yang butir-butirnya dit&g%n
dalam Tata Tertib Kampanye.

Tata Tertib Kampanye sebagaimana dimaksu% ayat

(3) ditandatangani oleh para calon dan PP

Pasal 39 @ :
Kampanye sebagaimana dima c@m Pasal 38 ayat
(1) berisi penjabaran ringkas\vi§ dafi misi kepala desa
yang akan dilaksanakan ji@wti erpilih sebagai Kepala
Desa.

Pelaksanaan Kampa ilaksanakan melalui pertemuan
terbatas, dialo pe aran bahan kampanye,
pemasangan eraga, dan kegiatan lain sesuai
ketentuan y baglaku.

a

Kegiatan ang tidak melanggar ketentuan
Perund unddngan sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) m

a? Kampanye dengan menggunakan sarana
nologi Informatika;

Qe iatan Kampanye melalui Pentas Seni Budaya,
lahraga, Bakti Sosial.

>

(1)

(2)

(3)

Pasal 40

Pelaksana  Kampanye dilarang  dalam bentuk
pemasangan foto, tanda gambar dan slogan-slogan di
sarana ibadah, sarana pendidikan dan Kantor
Pemerintah.

Pelaksana kampanye dilarang menjanjikan atau
memberikan uang atau barang kepada seseorang atau
sekelompok orang.

Kepala Desa, Perangkat Desa dan Badan
Permusyawaratan Desa dilarang ikut serta dalam
kegiatan Kampanye.

Pasal 41



Pelaksanan kampanye yang melanggar larangan kampanye
sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-
undangan dikenai sanksi:

a.

(1)

(2)

(3)

(4)

Peringatan tertulis apabila pelaksana kampanye
melanggar larangan walaupun belum terjadi gangguan;
dan

Penghentian kegiatan kampanye di tempat terjadinya
pelanggaran atau disuatu wilayah yang dapat memicu
perpecahan antar warga, suku dan agama serta akan
mengancam keutuhan wilayah NKRI.

Paragraf 7
Masa Tenang
Pasal 42 Q
Masa tenang adalah waktu 3 (tiga) hari jcldg hari
dan tanggal pemungutan suara di a \Cdlon tidak
g

diperkenankan melakukan kegiata bersifat

kampanye.
Selama masa tenang masing-pfasing\Calon berkewajiban

membersihkan segala ses g berkaitan dengan
kampanye.

PPKD memantau ksafffan pembersihan segala
sesuatu yang berkaita an pelaksanaan kampanye.
Hari dan tan emungutan suara sebagaimana
dimaksud p at™1) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati.

Bagian Keempat
ngutan dan Perhitungan Suara

Q Paragraf 1
Pembentukan TPS

&2

(2)

(3)

(4)

Pasal 43

PPKD membentuk TPS melalui musyawarah bersama
Calon dengan  pertimbangan Forum  Pimpinan
Kecamatan.

Musyawarah  yang  diselenggarakan  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) membahas tentang hal-hal
sebagai berikut :

a. jumlah TPS;

b. lokasi TPS.

c. Maksimal jumlah pemilih per TPS.

Apabila dalam musyawarah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tidak tercapai mufakat, maka TPS dibentuk oleh
PPKD dengan persetujuan Forum Pimpinan Kecamatan.

TPS dapat dibentuk lebih dari 1 (satu), dengan
pertimbangan sebagai berikut :
a. banyaknya jumlah hak pilih;



&

(S)

(6)

(7)

(1)

(2)

b. luasnya wilayah desa;

c. tingkat kesulitan geografis.

d. ketentuan bencana alam dan non alam

Ketua PPKD Desa menunjuk minimal 5 (lima) orang dan
makimal 7 (tujuh) orang warga setempat yang dianggap
mampu untuk menjadi Panitia Penyelenggara Pemilihan
Kepala Desa pada TPS Tambahan sebagaimana dimaksud
pada ayat (4)

Penunjukan Panitia Penyelenggara pada TPS Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan
kepada BPD untuk ditetapkan dalam Keputusan BPD.

Tugas Panitia Penyelenggara pada TPS Tambahan
sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah:

. Membantu PPKD dalam membuat TPS;
. Melaksanakan pemungutan suara di TPS;
Melaksanakan perhitungan suara di TPS; %

. Menetapkan hasil perhitungan ar dan
mengumumbkan hasilnya di TPS;

e. Menandatangani Surat Suara, Be Pemilihan
dan Perhitungan Suara di TPS;

f. Memelihara arsip/dokumen %rkaitan dengan
penyelenggaraan pemilihan@a esa;

g. Menyampaikan  laporas hapil penyelenggaraan

pemilihan kepala desg d % kepada PPKD;dan

0.0 o

h. Melaksanakan tug in Yerfg ditetapkan oleh PPKD.
P 44

Musyawarah ana dimaksud dalam Pasal 43

Ayat (2) selad egPahas tentang jumlah TPS dan lokasi

TPS ju ny canakan pembagian zona wilayah

pemilihan.

Pemb zona wilayah pemilihan sebagaimana

sWd pada ayat (1) adalah untuk antisipasi jika calon

memperoleh suara terbanyak lebih dari 1 (satu)
orjng.
@ Pasal 45

(1)

(2)

(3)

TPS harus terbentuk paling lambat 1 (satu) hari sebelum
hari pemungutan suara.

Lokasi TPS harus berada di wilayah desa yang akan
melaksanakan pemungutan suara pemilihan Kepala
Desa dan diprioritaskan tempat-tempat seperti dekat
dengan jalan utama desa, dilapangan atau lahan terbuka.

Lokasi TPS tidak diperkenankan menempati gedung
Pemerintah atau tempat peribadatan.

Paragraf 2

Persiapan Pemungutan Suara



(1)

(2)

(3)
(4)

(1)

R

(2)

Pasal 46

Paling lambat 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan
pemungutan suara atau sesuai dengan  hasil
musyawarah antara PPKD dengan calon dan atau Saksi,
PPKD menyampaikan surat undangan kepada pemilih.

Sebelum surat undangan disampaikan kepada pemilih,

PPKD melaksanakan :

a. pengecekan untuk mengetahui jumlah lembar surat
undangan;

b. surat undangan ditandatangani oleh Ketua dan
dibubuhi stempel PPKD.

Penyampaian surat undangan kepada pemilih dilakgkan
dengan cara :

a. didampingi oleh Perangkat Desa dan saks;j i ;
b. setiap surat undangan yang disampai ada
a

pemilih harus disertai dengan tanda t

Bagi pemilih yang namanya tercantu r‘m 2 PT tetapi
belum menerima surat undangan, at meminta

kepada PPKD.
Pasal 4&

Sebelum dilaksanakarny p an Kepala Desa, PPKD
dan Panitia Penyglengga¥a di TPS Tambahan
menyiapkan kelen peralatan keperluan
pemungutan dan“penghifungan suara, terdiri dari:
kotak suarf

bilik s

DPT sMg-masing TPS;
su-&aar sebanyak DPT ditambah 2.5 % (dua
ali

persen) dari DPT;
€. mal ncoblos surat suara berupa paku dan
a

alan;
eja dan kursi untuk panitia pemilihan, tamu
undangan dan pemilih;
sound system,;
h. papan penghitungan suara;
format perhitungan hasil perolehan suara (sah dan
tidak sah);
j- spidol besar dan kecil, stempel, karet gelang,
kantong plastik/dus;
k. tinta digunakan untuk pemberi tanda bagi pemilih
yang sudah menggunakan hak pilihnya;
terop dan terpal plastik sesuai dengan kebutuhan;
m. alat dokumentasi;
mesin genset dan lampu penerangan sesuai dengan
kebutuhan; dan
o. foto Calon ukuran 5 R dengan warna latar dan
seragam/pakaian yang sama (jenis hem putih
berkerah, bagi laki laki pakai peci hitam).

poop

=
.

—_
.

B

Untuk memastikan kesesuaian nomor urut, nama dan
foto calon serta jumlah surat suara dan kelengkapan



(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

dokumen lainnya didalam kotak suara yang tersegel,
dapat dilakukan pemeriksaan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
disaksikan oleh para calon dan atau saksi sampai
kegiatan selesai dan kotak suara kembali ditutup dengan
segel kertas yang bertandatangan para calon dan Ketua
Panitia serta di cap stempel Panitia dilapisi lakban
transparan.

Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
dilakukan segera setelah Kotak Suara yang berisi surat
suara dan dokumen pilkades lainnya diterima oleh
Panwas Kecamatan dan atau PPKD Desa yang
bersangkutan.

disaksikan oleh Panwas Kecamatan serta kan
dalam Berita Acara Pemeriksaan Doku ilihan
Kepala Desa Serentak.

Membuka, menghitung dan menutup kembal@k
suara sebagaimana dimaksud pada ayatg s

Format Berita Acara Pemeriksaan Do n Pemilihan
Kepala Desa Serentak sebagaimana, & sud pada ayat
(5) tercantum dalam Lampiraggauru K'yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dagi Pe®Rgturan Bupati ini.

en hasil pemeriksaan
ada'@yat (3) tidak sesuai dengan
esa melalui Ketua Panwas
elap rkan kepada PPKD Kabupaten

Jika jumlah dan jeni
sebagaimana dimaks
daftar tanda terima,
Kecamatan seger

dimaksud{ apaBild waktu dan dana masih tersedia, atau
mengambilfangkah-langkah yang memungkinkan untuk

d1lanJ n dtau ditunda.

Q >» Paragraf 3

t (1)

(3)

(1)

Pelaksanaan Pemungutan Suara
Pasal 48

Hari dan tanggal Pemungutan Suara ditetapkan oleh
Bupati.

Pemungutan Suara diselenggarakan pada hari kerja dan
dimulai pada pukul 08.00 Waktu Indonesia Tengah
sampai dengan pukul 13.00 Waktu Indonesia Tengah,
dapat diperpanjang sesuai situasi kondisi dan
berdasarkan hasil musyawarah PPKD dengan Calon
Kepala Desa.

Ketentuan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
mengacu pada jam dinding yang disediakan oleh PPKD
di TPS.

Pasal 49

Rangkaian kegiatan pelaksanaan pemungutan suara
adalah sebagai berikut :



(2)

(1)

(2)

(3)

a. penjelasan dan pengarahan oleh PPKD dan Panitia
Penyelenggaran di TPS Tambahan terutama syarat sah
dan tidak sahnya surat suara;

b. PPKD dan Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan
memanggil saksi dari masing-masing calon untuk
melaksanakan tugas sesuai yang tercantum dalam
surat tugas dari calon;

c. membuka segel kotak suara dan mengeluarkan semua
isi kotak suara serta meneliti kesesuaian jenis dan
menghitung jumlah dokumen yang diterima.

d. menunjukkan kotak suara dalam keadaan kosong,

selanjutnya ditutup, dikunci dan ditempel segel berlogo

Pilkades;

calon menempati tempat yang telah disediakan;

kegiatan pokok yaitu pelaksaaan pemungutan suahg;

penandatanganan Berita Acara Pemungutan Wuarig;
dan

. pengumuman hasil Pemungutan Suara.

5 @m0

Rangkaian  kegiatan  sebelum, sesudah
pemungutan suara sebagaimana dimalk pada ayat (1)
dapat dilakukan perekaman denga t ddkumentasi.

Pasal 5&

Pemilih menyerahkan u@ndangan sesuai dengan
yang tertera dalam dangan untuk dicocokkan

dengan DPT dan ngasuk ¥e pintu TPS berdasarkan Desa.
Apabila un sudah sesuai, maka PPKD
memberika ( ) lembar surat suara yang telah
ditandat 0 Ketua PPKD dan atau Ketua Panitia
Penyelm%n i TPS Tambahan.
ur

Form Undangan sebagaimana dimaksud pada
( ercantum dalam lampiran huruf L yang

a
@ pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
B iini.

R

(2)

(3)

Pasal 51

Apabila surat suara yang diterima pemilih dalam keadaan
cacat atau rusak, maka pemilih berhak meminta surat
suara yang baru setelah menyerahkan kembali surat
suara yang cacat atau rusak.

Surat suara yang cacat atau rusak sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dicatat pada Lampiran 0.2
Format Catatan Pelaksanaan Perhitungan Suara bagian
B Penerimaan dan Penggunaan Surat Suara nomor 3
(tiga).

Setelah pemilih menerima surat suara sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), pemilih menuju bilik suara
untuk menentukan hak pilihnya dengan cara mencoblos
salah satu gambar atau foto calon sesuai pilihannya
dengan menggunakan alat yang telah disediakan.



(4) Setiap pemilih hanya mempunyai 1 (satu) hak suara dan
tidak dapat diwakilkan kepada orang lain.

(5) Setelah pemilih melaksanakan pencoblosan, surat suara
dilipat kembali sesuai dengan lipatan semula, kemudian
dimasukkan ke dalam kotak suara yang telah disediakan
di TPS, selanjutnya pemilih menuju pintu keluar dan
mencelupkan ( diteteskan) salah satu jari tangan dengan
tinta yang disediakan.

Pasal 52

(1) Bagi Pemilih yang mempunyai halangan fisik dan
kesulitan menggunakan hak pilihnya, dibantu oleh PPKD

dan dapat didampingi anggota keluarganya.

(2) PPKD dan anggota keluarga yang membant ilih
sebagaimana dimaksud pada @ ayat wajib
merahasiakan pilihan pemilih yang bersangkutag.

Pasal 53 @t

PPKD dapat mengundang peman Wia massa serta

menyediakan tempat bagi pihak &t alam pelaksanaan

pemungutan suara. Q
éisal

(1) Calon Kepala an Para Saksi Calon Kepala Desa
hadir ditemp urtgutan suara paling lambat 30 (tiga
puluh) meni pelaksanaan pemungutan suara.

(2) Apabila on Kepala Desa tidak dapat hadir di TPS

sebagaiman dimaksud pada ayat (1), wajib
memb ukan kepada PPKD dan atau Panita
legggara di TPS Tambahan.

oyCalon Kepala Desa penempatannya berdasarkan

. rytan yang ada dalam surat suara.
Sebelum dilaksanakan pemungutan suara, Ketua PPKD
dan Ketua Panitia Penyelenggaran di TPS Tambahan
membuka secara resmi pelaksanaan pemungutan suara.

Pasal 55

(1) Sebelum pemungutan suara berakhir, PPKD dan Ketua
Panitia Penyelenggara di TPS Tambahan mengumumkan
dan mengingatkan :

a. pemungutan suara akan segera ditutup; dan

b. apabila pemungutan suara telah ditutup, maka
Pemilih yang belum hadir tidak dapat menggunakan
hak pilihnya.

(2) Apabila pemungutan suara mencapai batas waktu yang
telah ditentukan, pemungutan suara ditutup dan
dilanjutkan penandatanganan Berita Acara Pemungutan
Suara.



(3)

(4)

(S)

(6)

(1)

(2)

Sebelum Berita Acara Pemungutan Suara
ditandatangani, Ketua PPKD dan Ketua Panitia
Penyelenggara di TPS Tambahan mengumumkan melalui
pengeras suara bahwa pemungutan suara telah ditutup
dan menyatakan bahwa jalannya proses pemungutan
suara telah sesuai dengan ketentuan perundang-
undangan yang berlaku.

Para calon dan / saksi wajib menandatangani Berita
Acara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) yang diikuti oleh PPKD dan Panita Penyelenggara
di TPS Tambahan.

Setelah Berita Acara ditandatangani oleh para calon dan

/ saksi serta Panita, maka Ketua Panitia mengumumkan

dengan pengeras suara bahwa jalannya pem n

suara dinyatakan sah dan tidak ada sanggaha

Format Berita Acara Hasil Pemungtﬁ%uara

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ter@ dalam
g

Lampiran huruf M yang merupa n tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati in

Paragraf 4

Penghitungg

P a
Sebelum pelaksanaan itungan Suara, Panitia di
TPS mempersiap dan fmemeriksa kelengkapan sarana
dan prasaran ifungan Suara.
Menghitungs

a. Juml el yang memberikan suara berdasarkan
salin aftdr pemilih tetap untuk TPS;

milih dari TPS lain;

ena rusak atau keliru dicoblos.

b. J ah
C. alWsurat suara yang tidak terpakai;
. myah surat suara yang dikembalikan oleh pemilih

&

(2)

(3)

(4)

Pasal 57

Membuka kotak suara yang berisi surat suara hasil dari
pemilih yang memberikan hak suaranya kemudian
mengeluarkan seluruh isinya diatas meja atau tempat
yang cukup untuk menampung isinya.

Menghitung surat suara dalam keadaan tertutup/dilipat
dan mencocokan surat suara dengan jumlah undangan
yang hadir; dan

Apabila jumlah surat suara dan surat undangan yang
masuk berdasarkan salinan daftar pemilih tetap terdapat
selisih, dilakukan penghitungan ulang hingga sampai 3
(tiga) kali penghitungan, dan apabila pada penghitungan
ke 3 (tiga) masih terdapat selisih, PPKD memberikan
penjelasan atas selisih perhitungan tersebut yang
dituangkan dalam Berita Acara.

Format Berita Acara Penjelasan Selisih Jumlah Surat
Suara dengan Surat Undangan sebagaimana dimaksud



pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran huruf N yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

Pasal 58

(1) Panitia di TPS menyebutkan kembali tentang syarat-

syarat Sahnya Surat Suara sesuai peraturan perundang-
undangan yang berlaku atau jika ada ketentuan yang
disepakati bersama calon dituangkan dalam Surat
Kesepakan Bersama Calon serta diketahui Tim Pengawas
Kecamatan.

(2) Salah satu Panitia membuka satu persatu surat suara

calon yang dicoblos dengan memperlihatkan sur
dimaksud secara terbuka dihadapan s
menyebutkan SAH atau TIDAK SAH;

dimaksud dan membaca/menyebutkan nomor atau gama
suara

i N\septa

mbali,

ke kantong atau tas plastik;

(3) Surat suara yang telah dibaca, dil
dipisahkan menurut perolehan mas m¥siflg Calon,
termasuk suara tidak sah dan selanjl v@ imasukkan

(4) Hasil penghitungan suara se&ijn na dimaksud pada
n

ayat (3) ditulis pada Lembar Pér ngan Suara di papan
penghitungan yang tel isediakan oleh Panitia
Pemilihan.

(5) Hasil penghitungan yang sah adalah hasil
penghitungan sdara ng tertulis pada Lembar
Perhitungan orm. LPS.1) yang dipasang pada
papan pen un , disamping tertulis juga pada

(1)

X

sertiﬁka& rhitungan suara masing-masing calon di
TPS.

Pasal 59

pe:ghitungan suara dituangkan dalam Berita Acara
S ak rangkap 4 (empat), masing-masing 1 (satu)

aksi.

% anlgkap untuk PPKD, untuk TPS, untuk BPD dan untuk

Berita Acara Hasil Penghitungan Suara di TPS wajib
ditandatangani oleh Petugas yang bertanggungjawab di
TPS serta ditandatangani para saksi dan atau Calon
Kepala Desa.

(3) Format Berita Acara Penjelasan Terdapat Selisih Surat

Suara Dengan Surat Undangan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 57 ayat (3) tercantum pada Lampiran huruf
N yang merupkan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(4) Format Berita Acara Penghitungan Suara sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran
huruf O.1) yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Bupati ini.

(5) Format Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan

Perhitungan Suara di TPS tercantum dalam Lampiran



huruf 0.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Format Sertifikat Hasil Penghitungan Suara di TPS
tercantum dalam Lampiran huruf 0.3 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 60

(1) Dalam hal terjadi sesuatu hal yang menyebabkan
pelaksanaan penghitungan suara tidak dapat dilakukan
di TPS, maka Ketu PPKD atau Ketua Panitia
Penyelenggara di TPS Tambahan dapat memindahkan
lokasi penghitungan suara ditempat lain yang telah

disepakati oleh Panitia, Calon Kepala Desa, danjatau
Saksi dan dituangkan dalam berita acara. £ ?:

(2) Format Berita Acara Pemindahan Lokasi Pe it n
Suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1 tum
dalam Lampiran huruf P yang merupakafisnbag tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 61
(1) Untuk mengetahui hasil akhj e&m suara, PPKD
ittlggan suara dengan
f yvang tercantum dalam
form LPS.2 untuk PPKD.

(2) Rekapitulasi perhitung ra dilaksanakan di Kantor
Desa/Sekretariat itia YPPKD dibantu oleh Panita dari
TPS dan di diha para calon / saksi, dan disaksikan
oleh anggota Panwas Kecamatan.

(3) Format I& k TPS sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) \tewganfum dalam Lampiran huruf Q.1 yang
n Pagian tidak terpisahkan dari Peraturan

(4) Pgrdat LPS.2 untuk PPKD sebagaimana dimaksud pada
ay 1) tercantum dalam Lampiran huruf Q.2 yang
pakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan

upati ini.

Y» Pasal 62

(1) Hasil rekapitulasi perhitungan suara sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1) dituangkan dalam
Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara,
rekapitulasi catatan pelaksanaan perhitungan suara dan
rekapitulasi sertipikat hasil perhitungan suara oleh
PPKD.

(2) Format Berita Acara Rekapitulasi Perhitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf R.1 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(3) Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Perhitungan Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf R.2 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



(4) Rekapitulasi  Sertifikat Hasil Perhitungan  Suara
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
Lampiran huruf R.3 yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 63

Surat Suara dinyatakan Sah apabila :

a. surat suara ditandatangani oleh ketua Panitia;

b. tanda coblos hanya terdapat pada 1 (satu) kotak segi
empat yang memuat satu calon; atau

c. tanda coblos terdapat dalam salah satu kotak segi empat
yang memuat nomor, foto dan nama calon yang telah

ditentukan; atau
d. tanda coblos lebih dari satu, tetapi masih dalam salah
satu kotak segi empat yang memuat nomor, fo dan

nama calon; atau
e. tanda coblos terdapat pada salah satu garis segi
empat yang memuat nomor, foto dan namal

f. alat coblos dengan paku yang disedia @ n
g. surat suara bersih dari tulisan atau c@fetah atau tanda
yang disengaja dibuat pada surat %
Paragpe &
Calon Kepala @ Terpilih

4
Calon yang dinyat terpilih adalah Calon Kepala Desa
yang memperole a terbanyak.

Pasal 65

(1) Dalam hal n yang memperoleh suara terbanyak lebih

dari u) orang, maka calon terpilih ditetapkan
sarkan wilayah perolehan suara yang lebih luas.

( ildgah perolehan suara yang lebih luas sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) adalah suatu wilayah pemilihan

ng selanjutnya disebut zona wilayah pemilihan

meliputi Dusun, atau RW, atau RT.
VB) Calon dinyatakan terpilih apabila perolehan suara

terbanyaknya berada di salah satu zona atau wilayah
pemilihan dibawah ini:

a. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling
banyak wilayah Dusun, atau

b. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling
banyak RW/RT, atau

c. zona wilayah pemilihan yang membawahi paling
banyak KK.

Pasal 66

(1) Apabila penentuan zona wilayah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 65 ayat (3) masih terwakili sama banyak,
atau tidak memperoleh kesepakatan, maka calon terpilih



ditetapkan berdasarkan zona wilayah tertentu dengan
jumlah pemilih terbesar.

(2) Penentuan zona wilayah pemilihan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 65 ayat (3) dan Pasal 66 ayat (1)
wajib dimusyawarahkan bersama para calon dan dihadiri
oleh Pengawas Kecamatam sebelum pelaksanaan
pemungutan suara serta dituangkan dalam Berita Acara.

(3) Format Berita Acara Penentuan zona wilayah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam
Lampiran huruf S yang mrupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(4) Data wilayah dan jumlah penduduk desa yang

dipergunakan untuk menentukan zona wilayah pemjiihan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah d pada

saat Penetapan DPT dalam tahun berjalan.
Pasal 67 Y\%

(1) PPKD menyampaikan laporan hasilhhan kepala
Desa kepada BPD paling lama 3 (ti% setelah selesai

perhitungan suara . &

(2) BPD berdasarkan lapq 1’1 pemilihan Kepala Desa

sebagaimana dima ada ayat (1) menyampaikan
calon kepala Desa terpNih Herdasarkan suara terbanyak
kepada Bupati metalui Camat dengan tembusan Kepala
Desa.

setelah ima laporan dari BPD
4) QE lam jangka waktu sebagaimana dimaksud

(3) Batas wa t menyampaikan calon kepala desa
terpilih Agepa upati paling lambat 7 (tujuh) hari
€

ayat (3), Camat tidak melaporkan hasil Pemilihan

epgla Desa, maka BPD menyampaikan langsung
képada Bupati.

Pasal 68

vl) PPKD menyampaikan dokumen yang berkaitan dengan
pemilihan kepala desa disampaikan ke BPD dengan
suatu Surat Pengantar model T.1

(2) Dokumen yang berkaitan dengan pemilihan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:

DPS, DPT Tambahan dan DPT

BA. Pemilihan Suara

BA. Perhitungan Suara dan lampirannya

BA. Rekap Perhitungan Suara dan lampirannya

Surat Suara sah, tidak sah, terpakai

Surat Undangan;

g. dokumen/logistik lainnya.

D Q0 TP

(3) BPD menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepala
desa beserta lampirannya kepada Bupati melalui Camat



dengan dengan menggunakan Surat Pengantar model
T.2.

(4) Camat menyampaikan dokumen hasil pemilihan kepala
desa beserta lampirannya kepada Bupati Cq. Kepala
DPMD dengan mengunakan Surat Pengantar model T.3

(5) Format Surat Pengantar Penyerahan Dokumen
Pemilihan Kepala Desa dan Logistik lainnya
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat
(4) tercantum dalam Lampiran huruf T.1 huruf T.2 dan
huruf T.3 yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima
Penetapan dan Pelantikan Q

Pasal 69
Bupati menetapkan pengesahan dan pe t¥# Kepala
Desa berdasarkan laporan hasil pemi pala Desa

terpilih yang disampaikan oleh BPD "% amat dengan

Keputusan Bupati. &

(1) Calon Kepala Des@\Terpilth yang disahkan dan diangkat
menjadi Kepal ebagaimana dimaksud dalam Pasal
69, dilantik gfeh B ti atau pejabat yang ditunjuk paling
lambat 3Qm{t1 luh) hari sejak diterbitkan keputusan
penges da pengangkatan Kepala Desa dengan tata
cara ngan Peraturan Perundang-Undangan.

(2) C epala Desa yang akan dilantik sebagaimana
sdd pada ayat (1) wajib mengucapkan

h/berjanji :

mi Allah/Tuhan, saya bersumpah/berjanji bahwa
saya akan memenuhi kewajiban saya selaku Kepala Desa
dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-
adilnya; bahwa saya akan selalu taat dalam
mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai
dasar negara; “dan bahwa saya akan menegakkan
kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 serta melaksanakan
segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-
lurusnya yang berlaku bagi Desa, Daerah, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia”.

(3) Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa yang akan dilantik
menggunakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna
putih lengkap dengan atribut atau sesuai dengan
ketentuan yang berlaku.



(4)

(5)

(6)

(1)

Pengucapan sumpah/janji dan pelantikan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), didampingi oleh rohaniawan
sesuai dengan agama masing-masing.

Dalam pengucapcan sumpah/janji dan pelantikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepala desa yang
beragama:

a. Islam, diawali dengan frase “Demi Allah saya
bersumpah”

b. Kristen Protestan dan Kristen Katolik, diawali dengan
frase “Demi Tuhan saya berjanji” dan diakhiri dengan
frase “Semoga Tuhan Menolong saya”

c. Budha, diawali dengan frase “Demi Hyang Adi Budha”

dan
d. Hindu, diawali dengan frase “Om Atah Par w. ”
Setelah pengucapan sumpah/janji d afttikan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilan dengan
penandatanganan berita aca gucapan
sumpah /janji.

BAB 1\& i
KEPALA DESA, PERA @ESA DAN PEGAWAI
NEGERI SIPIL SE I ON KEPALA DESA

Paragraf 1

Calon Kepa% ari Kepala Desa atau Perangkat
& Pasal 71

K aDeSa yang akan mencalonkan diri kembali diberi
sefak ditetapkan sebagai calon sampai dengan
inya pelaksanaan penetapan calon terpilih.

S
ﬁi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh

Camat atas nama Bupati setelah berkoordinasi dengan
SKPD Teknis.

t (3) Dalam hal Kepala Desa cuti sebagaimana dimaksud pada

(1)

(2)

ayat (1) Sekretaris Desa melaksanakan tugas dan
kewajiban kepala desa.

Pasal 72

Perangkat Desa yang mencalonkan diri dalam pemilihan
Kepala Desa diberi cuti terhitung sejak yang
bersangkutan terdaftar sebagai bakal calon Kepala Desa
sampai dengan selesainya pelaksanaan penetapan calon
terpilih.

Permohonan permintaan cuti ditujukan kepada Kepala
Desa dengan tembusan Camat, cuti diberikan oleh Kepala
Desa setelah mendapat persetujuan Camat.



(3) Tugas Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dirangkap oleh Perangkat Desa lainnya yang
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

(4) Format Permohonan cuti sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf U yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Paragraf 2
Calon Kepala Desa dari Pegawai Negeri Sipil

Pasal 73

(1) PNS yang mencalonkan diri dalam pemilihan Kepala’Resa
harus mendapatkan izin tertulis dari pejabat biga
kepegawaian.

(2) Pejabat Pembina Kepegawaian sebagaum imaksud
pada ayat (1) adalah Bupati atau n yang
ditunjuk.

(3) Izin tertulis sebagaimana d1maks ayat (1) dan
Ayat (2) diberikan setelah at persetujuan
pimpinan instansi PNS yang t&

Para
Calon Kepala Desa dari TAIPOLRI dan BPD atau Karyawan
Perusa lainnya
Pasal 74

(1) Anggota yang mendaftar sebagai bakal calon
kepala lain harus memenuhi persyaratan
seba d1maksud dalam Pasal 25, juga harus

tertulis dari Pimpinan Instansi Induknya :

Instans1 Induk sebagaimana dimaksud pada
(1) adalah pimpinan dari TNI/POLRI yang

be angkutan yang berkedudukan di Kabupaten.
% Pasal 75

Pelamar dari Anggota BPD, selain persyaratan
sebagalmana dimaksud dalam Pasal 25, juga
melampirkan Surat Pernyataan Mengundurkan Diri yang
bersangkutan.

(2) Surat Pengunduran Diri sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Instansi
Teknis yang menangani Pemerintahan Desa dengan
pengantar Camat.

(3) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri tidak dapat
dikembalikan ke jabatannya semula sampai berakhirnya
masa periodisasi BPD dimaksud.

(4) Anggota BPD yang telah mengundurkan diri dari
jabatannya, dapat mencalonkan diri menjadi anggota
BPD melalui mekanisme pengisian anggota BPD sesuai
peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Pasal 76

(1) Pelamar dari Karyawan perusahaan yang mendaftar
sebagai bakal calon, selain harus memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, juga harus
memiliki izin tertulis dari Pimpinan Perusahaan dimana
yang bersangkutan bekerja.

(2) Izin yang diberikan oleh Pimpinan perusahaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa cuti
atau pemberhentian sementara atau ketentuan lain yang

diatur dalam Perusahaan tersebut.
BAB YV Q
PEMILIHAN KEPALA DESA ANTAR W%

MELALUI MUSYAWARAH DESA
Paragraph 1

Pelaksanaan Pemi i%

Pas

(1) Pemilihan Kepala r Waktu sebagaimana
dimaksud dalam Pasal fb, dilaksanakan dalam hal
sisa masa jabatarepaldDesa yang diberhentikan lebih
dari 1 (satu) ta

(2) Pemilihan sa Antar Waktu dilaksanakan paling
lama 6 (e ) n sejak Kepala Desa diberhentikan.
(3) Pemiliha epala Desa Antar Waktu sebagaimana

dima ddlam ayat (2), dilakukan dalam Musyawarah

D,
(4 % hal Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
ti tercapai maka dapat melalui pemungutan suara

g telah disepakati oleh Musdes.
Masa jabatan Kepala Desa yang ditetapkan melalui
Musdes terhitung sejak tanggal pelantikan sampai
dengan habis masa jabatan Kepala Desa yang
diberhentikan.

Paragraph 2
Panitia PPKD Antar Waktu

Pasal 78

(1) BPD membentuk PPKD Antar Waktu ditetapkan dengan
Keputusan Pimpinan BPD.

(2) PPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
keanggotaanya paling banyak 7 (tujuh) orang terdiri dari
3 (tiga) orang aparat desa dan 2 (dua) orang dari Lembaga
Kemasyarakatan, dan 2 (dua) orang dari tokoh
masyarakat.



(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(8)

Komposisi keanggotaan PPKD sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terdiri dari seorang ketua, seorang
sekretaris, seorang bendahara, dan 4 (empat) orang
anggota

PPKD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab kepada Pimpinan BPD

PPKD Antar Waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

mempunyai tugas :

a. melakukan penjaringan bakal Calon Kepala Desa antar
waktu;

b. melakukan penyaringan bakal Calon Kepala Desa
antar waktu paling sedikit 2 (dua) orang calon, dan
paling banyak 3 (tiga) orang calon untuk ditetapkan
menjadi Calon Kepala Desa Antar Waktu;

c. melakukan seleksi tambahan dalam hal j alon

Kepala Desa yang memenuhi persyaratag lebyy dari 3
(tiga) orang, seleksi tambahan bg %n pada

kepala Desa serentak; dan .
d.tugas lainnya yang ter t%’am Keputusan
Pembentukan PPKD.

Dalam hal Calon Keesa yang memenuhi
persyaratan kurang a (dua) orang, PPKD

ketentuan pelaksanaan seleksi taf pemilihan

memperpanjang wak ftaran selama 7 (tujuh) hari.
Dalam hal cal ang “memenuhi persyaratan tetap
kurang dari ang, setelah perpanjangan waktu,
BPD menu sanaan Musdes pemilihan Kepala
Desa sa i an waktu yang ditetapkan BPD.

Format KepPutusan Pembentukan PPKD Antar Waktu
sebag a dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam

ir huruf V yang merupakan bagian tidak

6§sahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraph 3

VE Pelaksanaan Musyawarah Desa

(1)

(2)

Pasal 79

Musdes yang diselenggarakan khusus untuk Pemilihan
Kepala Desa Antar Waktu, dimulai dengan tahapan
sebagai berikut :

a. persiapan;

b. pelaksanaan; dan

c. pelaporan

Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan
unsur peserta masyarakat yang berasal dari:

a. tokoh adat;

b. tokoh agama;

c. tokoh masyarakat;

d. tokoh pendidikan;

e. perwakilan kelompok tani;



(3)

(1)

(2)

(3)

(4)

perwakilan kelompok nelayan;

perwakilan kelompok perajin;

. perwakilan kelompok perempuan;

perwakilan kelompok pemerhati dan perlindungan
anak;

j. perwakilan kelompok masyarakat miskin; dan

k. unsur masyarakat lain sesuai dengan kondisi sosial
budaya masyarakat setempat.

o th

Unsur masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf k diwakili paling banyak S (lima) orang dari setiap
RT (Rukun Tetangga) atau sebutan lain.

Pasal 80

dan disepakati bersama BPD dan Peme Desa
dengan memperhatikan jumlah pendudu ilayah
desa yang mempunyai hak pilih.

Jumlah peserta Musdes dan unsur masggarakat
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (2)ed S
da

Jumlah peserta Musdes yang s ahas dan
disepakati sebagaimana dimak a ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan .

Daftar peserta Musdes seb a dimaksud pada ayat

aga
(2) diumumkan kepada magyarakat ditempat yang mudah
terlihat dalam waktu yaaig & D.

Format Keputusan agaimana dimaksud pada
ayat (2) tercant da Lampiran huruf W yang
merupakan ba, idak terpisahkan dari Peraturan

Bupati ini. @
& Pasal 81

Tahap papan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79

(3)

(4)
(S)

(6)

urgf a meliputi :

tukan PPKD Antar Waktu oleh BPD paling lama
jangka waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak
ala Desa diberhentikan;
engajuan biaya pemilihan dengan beban APBDesa oleh
PPKD Antar Waktu kepada Penjabat Kepala Desa paling
lama dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak PPKD Antar Waktu terbentuk;
pemberian persetujuan biaya pemilihan oleh Penjabat
Kepala Desa paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung
sejak diajukan oleh PPKD Antar Waktu;
pengumuman dan pendaftaran Bakal Calon olehPPKD
Antar Waktu dalam jangka waktu 15 (limabelas) Hari;
penelitian kelengkapan persyaratan bakal calon oleh
PPKD Antar Waktu dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari; dan
penetapan Calon oleh PPKD paling sedikit 2 (dua) orang
dan paling banyak 3 (tiga) orang yang dimintakan
pengesahan Musdes untuk ditetapkan sebagai Calon yang
berhak dipilih dalam Musdes.

al



A\

Pasal 82

PPKD Antar Waktu bersama BPD membahas tata tertib

musdes, yang isinya mengatur antara lain:

a. siapa saja peserta yang diundang;

b. siapa dan berapa saja yang memiliki hak suara dari yang
diundang;

c. menentukan  metode Musdes, apakah  melalui
musyawarah mufakat atau melalui pemilihan langsung
(pemungutan suara);

d. menetukan hari, tanggal, jam pelaksanaan musdes; dan

e. pengaturan lainnya yang dianggap perlu (diantaranya jika
hasil suara sama banyak).

Pasal 83 Q

Tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud asal

79 ayat (1) huruf b adalah penyelenggaraa usfes yang
dipimpin oleh Ketua BPD dan teknis=ge naannya

dilakukan oleh PPKD Antar Waktu melip

(1) Pengesahan Calon yang berhak \Qigili oleh peserta
musdes;

h Panitia Pemilihan
disepakati;

0

(2) Pelaksanaan pemilihan
melalui mekanisme yan

emifthan Calon oleh Panitia
Musdes; dan

(3) Menyampaikan hasi
Pemilihan kepada Pim

(4) Pengesahan C erpilih oleh Musdes;

Pasal 84

D pih.

(2) Rengesahan calon Kepala Desa terpilih oleh Musdes,
di atangani oleh ketua dan sekurang-kurangnya 2
a

) orang PPKD, dituangkan dalam Berita Acara.

(1) Calon I&% esa yang memperoleh suara terbanyak
dari j%ah uara sah ditetapkan sebagai Calon Kepala

melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
tercantum dalam Lampiran huruf X.1 yang merupakan
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

‘ %Format Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa

(4) Calon Kepala Desa terpilih melalui Musdes ditetapkan
dalam Keputusan PPKD.

(5) Format Berita Acara Pengesahan Calon Kepala Desa
terpilih melalui Musdes sebagaimana dimaksud pada
ayat (4) tercantum dalam Lampiran huruf X.2 yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 85

(1) Ketua BPD bertindak selaku pimpinan Musdes, dalam
hal Ketua BPD berhalangan, posisi pimpinan dapat
digantikan oleh unsur pimpinanBPD lainnya.



(2) Ketua BPD berhalangan hadir harus memberitahukan
ketidak hadirannya dengan alasan yang dapat
dibenarkan untuk selanjutnya diinformasikan kepada
peserta musdes.

(3) Peserta yang hadir harus mengisi daftar hadir yang
disiapkan PPKD, Musdes dimulai dan dibuka oleh
pimpinan musyawarah jika daftar hadir telah ditanda
tangani oleh 2/3 dari jumlah undangan yang telah
ditetapkan panitia Musdes bersama BPD.

(4) Pengambilan keputusan melalui Musdes pada dasarnya
untuk  mencapai musyawarah  mufakat, jika
musyawarah mufakat tidak tercapai/terpenuhi, dapat

ditempuh pengambilan suara terbanyak lalui
pemungutan suara. ‘I :
S n

(5) Mekanisme pengambilan keputusan b
musyawarah mufakat atau suara terbany lalui
e

pemungutan suara sesuai ketentu

undangan. EI%
Paragraf 4 @

Pelaporan
Pasa
Tahapan pelaporan sebagafina maksud dalam Pasal 79
ayat (1) huruf c meliputi ¢
(1). Pelaporan hasil ilihaf Kepala Desa melalui Musdes
kepada BPD )angka waktu 7 (tujuh) hari setelah
Musdes megges n Calon Terpilih;

kepada ati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah

(2). Pelapor?%l erpilih hasil Musdes oleh Ketua BPD
mendfispa ldporan dari Panitia Pemilihan;

(3). rbifan keputusan Bupati tentang pengesahan

angkatan Calon Terpilih paling lambat 30 (tiga

puldh) hari sejak diterimanya laporan dari BPDmelalui
mat; dan

¢ Pelantikan Kepala Desa oleh Bupati paling lama 30 (tiga
v puluh) hari sejak diterbitkan keputusan pengesahan

pengangkatan Calon Terpilih dengan urutan acara
pelantikan sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-Undangan.

Pasal 87

(1) BPD melaporkan Calon Kepala Desa terpilih hasil Musdes
kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari setelah
menerima laporan dari Panitia Pemilihan.

(2) Laporan BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada Bupati melalui Camat dengan
dilampiri:

a. Tata tertib/tahapan musdes;
b. Daftar peserta musdes;
c. Berita Acara penetapan metode/teknis pemilihan;



d. Berita Acara Pengesahan Calon yang berhal dipilih;
e. keputusan panitia Pemilihan tentang Calon Kepala
Desa terpilih melalui Musdes;

f. keputusan BPD tentang pengesahan Calon Kepala
Desa terpilih melalui Musdes;
g. berkas lamaran Calon Kepala Desa terpilih.

(3) Penerbitan keputusan bupati tentang pengesahan
pengangkatan calon kepala desa terpilih paling lambat 30
(tiga puluh) hari sejak diterimanya laporan dari BPD;

(4) Pelantikan kepala desa oleh bupati atau penjabat lain
yang ditunjuk paling lama 30 (tiga puluh) hari eJak
diterbitkannya keputusan pengesahan penga
calon kepala desa terpilih.

(5) Pejabat lain yang ditunjuk sebagai mana di d pada

ayat (5) adalah Wakil Bupati atau Camat.
BAB VI @ :
MASA JABATANY»
Pasal 8&

(1) Kepala Desa memegangyjal selama 6 (enam) tahun
terhitung sejak tang an

(2) Kepala Desa sebagaima imaksud pada ayat (1) dapat
menjabat pahn 3 (tiga) kali masa jabatan secara
berturut- tu tidak berturut-turut.

(3) Ketentuapape masa jabatan sebagaimana dimaksud
pada ay&e asuk jabatan Kepala Desa yang dipilih
i Mus

S.

melal
(4) D % Kepala Desa mengundurkan diri sebelum
@ sa jabatannya atau diberhentikan, Kepala Desa
t

ianggap menjabat 1 (satu) periode masa jabatan.

Y» BAB VII
PENDANAAN PEMILIHAN KEPALA DESA
Pasal 89

(1) Pendanaan pemilihan Kepala Desa serentak dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten.

(2) Pendanaan pemilihan Kepala Desa serentak dimasa
Pandemi dapat tunjang dari APBDesa yang bersangkutan

(3) Biaya Pemilihan Kepala Desa dipergunakan untuk:

Sosialisasi / bimtek dan pembinaan serta monev;

pengadaan surat suara;

kotak dan bilik suara;

kelengkapan peralatan logistik lainnya;

biaya pelantikan Kepala Desa;

seragam Pelantikan Kepala Desa;

O Q0 TP



honorarium dan operasional Panitia Kabupaten;
honorarium Tim/Panitia Kecamatan dan Desa;

jasa transportasi antar jemput logistik;

jasa bongkar muat logistik; dan

jasa sortir/pelipatan surat suara dan pengepakan.
Pengadaan alat protokol kesehatan dimasa pandemi.

Pasal 90

(1) Pendanaan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu

sepenuhnya dibebankan kepada APBDesa masing-
masing.

(2) PPKD Antar Waktu mengusulkan rencana biaya

pemilihan kepada Penjabat Kepala Desa yang besarnya
disesuaikan kemampuan keuangan desa.

BAB VIII \ 2

SAKSI

Pasal 91

(1) Calon berhak menugaskan sa ada :

penghitungan Surat Undahgag;
penulisan Surat Undanfga
pengedaran Surat U, d;
pelipatan Surat S ;
penukaran surat u an dengan surat suara;
memasukkan strat sdara ke kotak suara;
penghitu t suara di meja penghitungan;
penghit nysyrara di papan penghitungan; dan
kegia 1 esuai hasil kesepakatan.

Pt e a0 o

(2) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diberi

(3)

&

Mand%u surat tugas oleh Calon Kepala Desa.

atyatau Surat tugas sebagaimana dimaksud pada

a (5) disampaikan saksi kepada PPKD

Pehanggungjawab TPS), paling lambatl (satu) hari
elum melaksanakan tugasnya.

Format Mandat atau Surat Tugas sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) tercantum pada Lampiran huruf Y yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 92

(1) Camat membentuk Tim / Panitia Pengawas Pemilihan

Kepala Desa Tingkat Kecamatan dengan anggota terdiri
dari unsur Kecamatan, Koramil dan Polsek serta
Puskesmas (jika diperlukan), yang ditetapkan dengan
Surat Keputusan Camat.

(2) Tim/Panitia Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) bertugas memfasilitasi dan monitoring setiap tahapan



A\

(3)

(4)

(5)

(1)

(2)

(3)

(4)

Q)

penyelenggarana dan pelaksanaan pemilihan Kepala
Desa.

Camat selaku Ketua Tim melaporkan hasil monitoring
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Bupati
melalui Tim / PPKD Kabupaten serta tentang kondisi
masyarakat serta kesiapan Panitia Desa untuk
melaksanakan pemilihan kepala desa.

Bupati melalui Tim/PPKD Kabupaten menindaklanjuti
laporan camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
untuk bahan Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten.

Rapat Koordinasi Tingkat Kabupaten harus dihadiri
Unsur Forkopimda yang diharapkan menghasilkan
langkah-langkah strategis dalam mensukseskan jalagnya
Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Desa Serntak

BAB X
PENYELESAIAN PERSELISIHA\\%

Pasal 93
Pemantauan dan monitoring p afydan pemilihan
Kepala Desa dilaksanakan a®@ Tim Pengawas
Kecamatan.
ok

Dalam hal diduga terja nggaran pada tahapan
pemilihan, masyarak. ttau Calon Kepala Desa
melaporkan secara kepada panitia pemilihan
kepala desa dengan te san ke BPD.

Laporan sebag dimaksud pada ayat (2), berisi :
a. nama da r€ ama} pelapor;

b. waktu {crgpat kejadian perkara
Cc. nam n al&mat pelanggaran;
d. nagna dafyalamat saksi-saksi; dan

e. %ejadian /jenis pelanggaran;
engkaji, menelaah dan memverifikasi laporan

apwya dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilihan

ala Desa dan memutuskan untuk menindaklanjuti

atau tidak menindaklanjuti laporan tersebut paling
lambat 7 (tujuh) hari setelah laporan diterima.

(5) Jika laporan pelanggaran sebagaiman dimaksud pada

(1)

ayat (2) bersifat pelanggaran pidana, dilaporkan kepada
aparat/penegak hukum yang berwenang dan jika
pelanggaran tersebut bersifat administratif diselesaikan
oleh panitia pemilihan desa dengan BPD setelah
berkonsultasi kepada Camat atau PPKD Kabupaten.

Pasal 94

Dalam hal adanya dugaan pelanggaran yang dilakukan
oleh PPKD maupun Calon Kepala Desa, masyarakat
dapat melaporkan hal tersebut kepada BPD dan PPKD
Kabupaten.



A\

(2)

(3)

(4)

(S)

(6)

(7)

(1)

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan secara tertulis yang berisi :

a. nama dan alamat pelapor;

b. waktu dan tempat kejadian pelanggaran;

c. nama dan alamat pelanggar;

d. nama dan alamat saksi-saksi;

e. uraian kejadian dilengkapi bukti pendukung.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
disampaikan kepada BPD dan PPKD Kabupaten paling
lambat 3 (tiga) hari sejak terjadinya dugaan pelanggaran.

Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), PPKD Kabupaten melakukan rapat untuk mengkaji,

menelaah, dan memverifikasi setiap lapgoran
permasalahan pemilihan Kepala Desa. ﬁ
b

PPKD Kabupaten dengan memperhatihan pe ahgin
dari BPD dan PPKD memutuskan untuk meni juti
atau tidak menindaklanjuti laporan pa l3nbat 7

(tujuh) hari setelah laporan diterima.

Dalam hal PPKD Kabupaten memer keterangan
tambahan, pelapor melengkapi lap paling lambat

14 (empat belas) hari setelah 1 orgn diterima.

Dalam hal laporan meng ngyunsur pidana, maka
penyelesaiannya diterus epada aparat penegak
hukum yang berwena
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Keberatan tegfiad asil pemilihan Kepala Desa hanya

dapat diaj calon Kepala Desa kepada PPKD
Kabupa&pﬂi lambat 3 (tiga) hari setelah penetapan

hasil pernili
(2) K %sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya
nagn

3

(4)

(S)

dengan hasil perhitungan suara yang
ngaruhi terpilihnya calon.

bila dalam pelaksanaan perhitungan suara terbukti
terdapat kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada
salah satu calon Kepala Desa, maka PPKD Kabupaten
dapat membatalkan hasil pemilihan dan menjadwalkan
pelaksanaan pemilihan ulang paling lama 30 (tiga puluh)
hari.

Pembatalan hasil pemilihan juga dapat dilakukan melalui
Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum tetap.

Panitia Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran
terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan kepala
desa dikenakan tindakan dan sanksi sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
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(1) Setelah calon kepala desa terpilih ditetapkan pengesahan
dan pengangkatannya dengan Keputusan Bupati, maka
tugas dan tanggungjawab Panitia Pemilihan Kepala Desa
(PPKD) telah berakhir dan segera dibubarkan dengan
Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

(2) Format Keputusan Badan Permusyawaratan Desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam
lampiran huruf Z yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN Q
Pasal 97
(1) Penentuan Hari dan Tanggal Pemun' ny Suara

ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

pada masa terjadinya Becana pun Non Alam
maka ketentuan lebih la ngenai tatacara

pelaksanaan pemilihan kep@ akan diatur dengan

€
Keputusan Bupati.
g\
§i)%l‘UAN PENUTUP

(2) Jika Penyelenggaran Pemilihan Kewala sa dilakukan
Ee

Pasal 98
Pada sa eradpran Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
BupatiKo u Nomor 24 Tahun 2018 tentang Petunjuk

Pel afr Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru Nomor
0o T 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
‘ Kabupaten Kotabaru Nomor 22 Tahun 2017 tentang
Peuibahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru
6mor 05 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita
Daerah Kabupaten Kotabaru Tahun 2018 Nomor 24) dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.



Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Kotabaru.

Ditetapkan di Kotabaru
Pada tanggal 27 Desember 2021

BUPATI KOTABARU,

ttd

R
O&

Diundangkan di Kotabaru
Pada tanggal 27 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KAB[% TABARU,

ttd

SAID AKHMAD g i y
BERITA DAE% UPATEN KOTABARU
TAHUN 2@ R 36



